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ABSTRAK

Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang
adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkannya, pemerintah berusaha
menggalakkan pembangunan disegala bidang. Hal ini dikarenakan pembangunan
merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat,
baik itu pembangunan gedung, pusat listrik, dan infrastruktur. Dalam
pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek tersebut melibatkan beberapa pihak
yaitu pemerintah dengan pemborong. Seperti halnya dengan pembangunan
jembatan Glondong-Karangsono, pihak pemerintah menunjuk langsung CV. Putra
Kencana Bangsa dalam menyelesaikan proyek. Permasalahan yang diajukan
dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan perjanjian
pemborongan jembatan Glondong-Karangsono ditinjau dari segi yuridis dan
normatif yang mana dalam penyelesaiannya terdapat hambatan yang
menyebabkan CV. Putra Kencana Bangsa mengalami wanprstasi.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis
normatif, dianalisis dengan teori perjanjian pemborongan dan wanprestasi
menurut KUHPerdata serta akad iszishna’ sehingga penelitian ini bersifat
deskriptif-analitik yaitu memberikan gambaran terhadap bagaimana pelaksanaan
perjanjian pemborongan Jembatan Glondong-Karangsono ditinjau  dari
KUHPerdata dan istisna* melalui data dan hasil wawancara atau fakta yang telah

terkumpul untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan
antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Blitar telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang
terdapat dalam KUHPerdata. Dalam pelaksanaannya, pihak CV. Putra Kencana
Bangsa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Upaya
penyelesaian wanprestasi tersebut dilakukan dengan cara tetap memenuhi
perjanjian dengan disertai pembayaran denda yang telah disepakati. Sanksi yang

diterapkan tersebut tidak bertentangan dengan KUHPerdata maupun hukum islam



yaitu akad istisna’. Selain ditinjau dari KUHPerdata, pelaksanaan perjanjian ini
juga ditinjau dari perspektif hukum islam dan telah sesuai dengan akad istisna .

Kata kunci: perjanjian pemborongan, KUHPerdata, istisna .
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MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan

kesanggupannya”

(Qs. Al-Bagarah : 286)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl N0.158/1987 dan no. 05436/U/1987.
Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf i
Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
‘ Alif | Tidakdilambangkan | Tidakdilambangkan
< Ba B Be
ot Ta T Te
_ es (dengantitik di
< Sa S
atas)
dl Jim J Je
ha (dengantitik di
T ha h
bawah)
d Kha Kh kadan ha
> Dal D De
. : . zet (dengantitik di
2 Zal V4
atas)
3 Ra R Er
3 Zai Z Zet
o Sin S Es
> Syin Sy esdan ye
es (dengantitik di
o sad S
bawah)




de (dengantitik di

i dad d

bawah)

te (dengantitik di

b ta t

bawah)

zet (dengantitik di
b za z
bawah)

4 ‘ain Komaterbalik di atas
¢ Gain G Ge
< Fa F Ef
S Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
¢ Mim M Em
o Nun N En
9 Wau W We
o Ha H Ha
s Hamzah . B Apostrof
¢ Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:
45aaal Ahmadiyyah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan

sebagainya.

Xi



delan ditulis jama'ah
2. Bila dihidupkan ditulis t.
A daxs  ditulis ni'matullah
bl 385 ditulis zakatul-fityri
. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.
. Vokal Panjang
a panjang ditulis a, i panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis @, masing-
masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.
1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
aals  ditulis jahiliyyah
2. fathah + alif magqsir, ditulis a (garis di atas)
(S ditulis yas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis di atas)
L ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis G (dengan garis di atas)
o=y @ ditulis furad}
. Vokal-vokal Rangkap
1. Fathah dan ya mati ditulis ai, contoh:
5&-\4 Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:
J3 Qaul

. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof (‘)
éﬁ\\ A’antum
Caibh Mu’annas

. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

LJN\);” Al-Qur’an
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u-“l-)ﬂ\ A|-Qiyds

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-nya.
) As-Sama’
ol Asy-Syams

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.
ubjjﬁbgs ditulis Zawi al-furid

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
tersebut, contoh:
ZLDAT ditulis Ahl as-Sunnah
ALY ditulis Syaikh al-Zsiam atau Syaikhul-Islam
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pancasila dan UUD
1945 adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka
mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah berusaha menggalakkan pembangunan
di segala bidang baik itu di bidang fisik maupun non fisik. Pembangunan adalah

usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.

Bentuk nyata dari pembangunan fisik di Indonesia yang telah dilakukan
oleh pemerintah berupa pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung
bertingkat, pusat perbelanjaan, pusat listrik, bendungan, jalan raya dan jembatan,
lapangan terbang, dan lain-lain. Dari adanya pembangunan-pembangunan fisik
tersebut akan menimbulkan pertanyaan siapa perencana pembangunan siapa pula

pelaksana pembangunannya?

Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan
berbagai pihak seperti pemberi tugas (bouwheer), pemborong, arsitek, agraria,

pemerintah

L F. X. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), him. 1.

% Nazarkhan Yasin, Kontrak Kontruksi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2014), him.1.



daerah.®> Pembangunan ini tidak terlepas dari perjanjian kerja antara pemerintah
dengan pihak lain yang akan dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati oleh
para pihak. Bentuk kerjasama mengenai kegiatan industri jasa kontruksi inilah

yang dikenal dengan istilah perjanjian pemborongan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya,* sedangkan perjanjian
pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong),
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain,
(pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan.’
Perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek-proyek pemerintah biasanya
dibuat secara tertulis dan dalam bentuk model-model formulir tertentu yang isinya
ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan karena hal ini
menyangkut keuangan negara yang besar jumlahnya dan untuk melindungi

keselamatan umum.

Perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad berasal dari
kata al- ‘agad yang berarti perikatan atau perjanjian. Dalam hal perjanjian, Islam
telah menetapkan aturan dan tata cara agar ketertiban hidup masyarakat benar-
benar tercapai, baik mengenai rukun, syarat, bahkan macam dan bentuk

perjanjiannya. Perjanjian pemborongan dalam hukum Islam dapat dianalogikan

% F. X. Djumialdi, Hukum Bangunan Dasar-dasar Dalam Proyek dan SumberDaya
Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), him. 1.

* Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313.

® Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1601 (b).



sebagai akad istisna . Istisna’ merupakan akad pembiayaan jual beli barang antara
dua pihak berdasarkan pesanan. Dasar hukum dibolehkannya melaksanakan jual

beli dengan akad istisna’ telah disebutkan dalam al-Quran Q.S. Al-Bagarah (275):

Dari ayat di atas para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan itu

halal kecuali ada hal-hal yang membuatnya menjadi haram.

CV. Putra Kencana Bangsa merupakan suatu badan hukum yang bergerak
dibidang jasa kontruksi di kabupaten Blitar. Badan hukum ini bertugas untuk
membangun dan menyediakan meterial yang dibutuhkan dalam proses
pembangunan yang telah diperjanjikan. CV. Putra Kencana Bangsa memiliki
hubungan baik dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang kabupaten
Blitar terkait dengan pekerjaan pemborongan bangunan/ infrastruktur sejak tahun
2008. Umumnya, setiap tahun kontrak yang disepakati oleh pemerintah dengan
pihak CV. Putra Kencana Bangsa bisa dilakukan sebanyak dua sampai enam kali.
Adapun jenis kontrak yang dikerjakan biasanya berupa pembangunan jalan,

saluran air, jembatan, dan gedung.

Pada tahun 2017 CV. Putra Kencana Bangsa mengerjakan enam proyek
sebanyak enam kali. Adapaun proyek yang dilakukan tersebut meliputi Jalan
Beton RT 3 RW 3 Dsn. Sukosewu Ds. Sukosewu Kec. Gandusari, Jalan Beton RT
5 RW 1 Dsn. Sukosewu Ds. Sukosewu Kec. Gandusari, Jalan Beton RT 4 RW 1,

Dsn. Sukosewu Ds. Sukosewu Kec. Gandusari, pemeliharaan jalan aspal Nglegok

®Q.S. Al-Bagarah (1): 275



Il Kel. Nglegok Kec. Nglegok, pemeliharaan Jembatan Glondong-Karangson,

Kec. Kanigoro, dan peningkatan Jalan Bakung-Sidomulyo.

Perjanjian pemborongan yang dilakukan antara CV. Putra Kencana Bangsa
dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar tersebut
mengakibatkan adanya hubungan perdata yang mengikat sekaligus menimbulkan
adanya hak dan kewajiban para pihak. Mengenai hak-hak dan kewajiban dari para
pihak dalam perjanjian pemborongan hanya sedikit sekali diatur dalam
KUHPerdata. Sebagian besar hak dan kewajiban tersebut diatur dalam peraturan
standar pemborongan, kemudian dimuat secara terperinci dalam perjanjian, juga

dalam rencana kerja dan syarat.’

Dari keenam kontrak yang dikerjakan oleh CV. Putra Kencana Bangsa
pada tahun 2017 tersebut terdapat permasalahan yaitu mengenai batas waktu
penyelesaian kontrak, dimana pihak pemborong belum dapat menyelesaikan
pekerjaannya secara tepat waktu. Molornya waktu penyelesaian tersebut terjadi
pada saat CV. Putra Kencana Bangsa mengerjakan proyek berupa jembatan
Glondong-Karangsono. Penyelesaian pekerjaan seharusnya dapat diselesaikan
selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 29 Agustus 2017
sampai 27 November 2017, tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan mengalami
kemoloran sampai 111 (seratus sebelas) hari kalender. Hal tersebut
mengakibatkan kerugian pada CV. Putra Kencana Bangsa itu sendiri berupa

pembayaran denda sebesar nilai perjanjian yang belum selesai x 1/1000 yaitu

” Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan,
(Yogyakarta: Liberty, 1982), him. 78.



setara dengan Rp. 40.400 setiap harinya yang akan diberikan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Terkait dengan permasalahan molornya waktu penyelesaian pekerjaan
dapat terjadi karena adanya hambatan yang dialami oleh pihak pemborong.
Hambatan yang dialami seperti terjadinya perubahan kontrak, lokasi yang sulit
dijangkau, cuaca yang tidak mendukung, dan adanya alat pengaspalan yang
minim juga dapat menghambat proses penyelesaian proyek. Dari beberapa
hambatan yang menimbulkan kemoloran penyelesaian pekerjaan tersebut, CV.
Putra Kencana Bangsa dalam mengerjakan rehabilitas Jembatan Glondong-
Karangsono terhambat dengan adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi
lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi dan pada
bulan pengerjaan tersebut sering terjadi hujan yang mengakibatkan terhambatnya

penyelesaian pekerjaan.

Pekerjaan pemborongan yang telah disepakati kedua belah pihak ini
cenderung didasari rasa saling percaya dari pihak CV. Putra Kencana Bangsa
kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Blitar karena
adanya hubungan yang sudah terjalin sangat baik antara keduanya. Meskipun
demikian hal ini perlu mendapat perhatian mengingat dalam proses pembangunan
proyek tidak terlepas dari resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah
satu pihak. Jadi permasalahan ini memerlukan upaya penyelesaian sesuai hukum

yang berlaku.



Berdasarkan uraian singkat kasus di atas maka penyusun tertarik untuk
membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut
dalam dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan
Yuridis dan Normatif Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara CV.
Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Blitar”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan

yang dapat diambil adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV. Putra
Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
Kabupaten Blitar ditinjau dari KUHPerdata?

2. Apa bentuk wanprestasi yang terjadi dan bagaimana cara
menyelesaikannya dalam perjanjian pemborongan pada CV. Putra
Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
Kabupaten Blitar?

3. Bagaimana pandangan akad istisna’ terhadap pelaksanaan perjanjian
pemborongan antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penata Ruang Kabupaten Blitar?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa

tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan ini adalah;

a.

Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV.
Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Blitar ditinjau dari KUHPerdata.

Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dan bagaimana
menyelesaikannya dalam perjanjian pemborongan pada CV. Putra
Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Blitar.

Untuk mengetahui pandangan akad istisna’ terhadap pelaksanaan
perjanjian pemborongan antar CV. Putra Kencana Bangsa dengan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penyusunan ini adalah;

a.

Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan mendukung teori yang telah ada
dan memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum
Perdata, khususnya dalam perjanjian pemborongan.

Secara Praktis

Hasil dari penyusunan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pengetahuan mengenai kajian Hukum Perdata bagi pelaku bisnis
yakni pihak instansi Pemerintah dan Swasta, akademisi, serta

masyarakat pada umumnya yang tertarik pada permasalahan ini



untuk melakukan penyusunan pengembangan yang lebih baik di
masa mendatang. Dan menghindari timbulnya permasalahan yang
mungkin terjadi dalam melakukan kerjasama dalam meningkatkan

kemajuan dibidang pembangunan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan berwawasan luas serta
membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan sebuah objek penelitian
sebelumnya oleh peneliti lain, peneliti menggunakan beberapa literatur yang
didalamnya memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan.
Beberapa karya tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Putri Rismawati (2015), Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Formulasi Akad dan Pembuatan Rumah Sistem Borongan (Studi Kasus
di Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Jawa Tengah)”. Skripsi ini
menganalisis mengenai bentuk akad dan cara mengatasi masalah penanggungan
resiko kerugian dalam perjanjian pemborongan.

Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah membahas
mengenai pelaksanaan pekerjaan pemborongan dan jenis penelitian yang
digunakan menggunakan penelitian lapangan (field research). Perbedaannya
terletak pada obyek penelitian. Obyek permasalahan yang diambil oleh peneliti

sebelumnya tentang penanggungan resiko kerugian dalam perjanjian pembuatan

® Putri Rismawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Formulasi Akad dan Pembuatan
Rumah Sistem Borongan (Studi Kasus di Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Jawa
Tengah)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Uninersitas Islam Negeri Yogyakarta, (2015).



rumah secara umum saja, sedangkan obyek yang peneliti lakukan lebih
memfokuskan pada pelaksanaan perjanjian pemborongan dalam pembuatan
infrastruktur yaitu jembatan Glondong-Karangsono.

Kedua, skripsi dari Lia Ami Aprilia (2017), “Upaya Penyelesaian
Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi (Studi Kasus: Pekerjaan
Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa Oleh CV. Bintang
Sahabat Slawi-Tegal)”. Skripsi ini menganalisis tentang pelaksanaan kontrak kerja
kontruksi dan upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara kontraktor
dengan Dinas Pekerja Umum Tegal.®

Persamaan dengan skripsi yang akan diteliti adalah keduanya membahas
tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan dan sengketa wanprestasi dalam
pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan kontraktor.
Perbedaanya terletak pada tempat dan subyek penelitian dan penelitian yang akan
dilakukan dilengkapi dengan teori hukum Islam.

Ketiga, tesis dari Nurhayati (2012) “Wanprestasi dalam Perjanjian
Pemborongan Kerja Milik Pemerintah Antara CV. Dina Utama dengan Dinas
Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Utara”. Skripsi ini

menganalisis mengenai pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan milik

% Lia Ami Aprilia, “Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja
Kontruksi (Srudi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa
Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Uninersitas Islam
Negeri Yogyakarta, (2017).



10

pemerintah dan adanya wanprestasi dalam pelaksanaan pemborongan serta upaya
dalam menyelesaikannya.™

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang pelaksanaan
perjaanjian pemborongan kerja milik pemerintah, wanprestasi serta upaya
penyelesaiannya. Perbedaannya sekripsi ini menambahkan kaidah hukum Islam
yaitu istisna’ dalam melakukan penelitian ini.

Keempat, tesis dari Apit Nurwidijanto, SH (2007) “Pelaksanaan Perjanjian
Pemborongan Bangunan Pada PT. Purikencana Mulyapersada di Semarang)”.
Tesis ini menganalisis mengenai penyelesaian permasalahan yang timbul terhadap
proyek pembangunan yang dikerjakan PT. Purikencana Mulyapersada karena
adanya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang datangnya dari pemberi
borongan pekerjaan maupun pelaksana borongan pekerjaan serta bagaimana cara
mengatasi hambatan dan cara penyelesaiannya bila terjadi perselisihan. **

Persamaan tesis ini dengan skripsi yang akan diteliti adalah keduanya
membahas tentang penyelesaian permasalahn yang timbul seperti terhambatnya
pengerjaan proyek. Perbedaan kedua penelitian ini adalah tempat penelitian yang
berbeda dan penelitian yang akan diteliti menambahkan teori hukum Islam yang

bersangkutan dengan permasalahan yang diambil.

' Nurhayati , “Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Milik Pemerintah
Antara CV. Dina Utama dengan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Utara”
tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, (2012).

" Apit Nurwidijanto, “Pelaksanaan perjanjian pemborongan Bangunan Pada PT.
Purikencana Mulyapersada di Semarang”, tesis Program Studi Megister Kenotariatan Universitas
Diponegoro Semarang, (2007).
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Kelima, jurnal dari Novi Pratama Kharisma Hanim dan Emilda
Kuspaningrum dengan judul “Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan
Pemborongan Drainase Jalan Tepo Paket Il Kelurahan Karang Joang Antara CV.
Putra Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan”. Jurnal ini
menganalisis pelaksanaan pekerjaan pemborongan drainase Jalan Tepo Paket Il
yang dalam pelaksanaannya mengalami perubahan pekerjaan berupa pekerjaan
tambah kurang dan pertanggung jawaban CV. Putra Medan atas keterlambatan
dalam menyelesaikan prestasinya.*?

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah
mengenai pelaksanaan pekerjaan pemborongan dan terdapat permasalahan terkaiat
jangka waktu penyelesaian. Sedangkan perbedaannya terletak pada penambahan
teori hukum Islam pada penelitian yang akan diteliti dan objek penelitian yang
berbeda.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, belum
dijumpai penelitian yang memfokuskan peneliti dengan objek penelitian
Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara CV. Putra Kencana Bangsa dengan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar yang akan ditinjau
dari segi yuridis dan normatif. Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk

diteliti.

2 Novi Pratama Kharisma Hanim dan Emilda Kuspaningrum, “Analisis Hukum

Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Drainase Jalan Tepo Paket Il Kelurahan Karang
Joang Antara CV. Putra Medan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan”, Jurnal Beraja
Niti, No. 8, Vol. 2, (2013).
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E. Kerangka Teoritik
Kerangka teori berisi tentang landasan teori yang relevan untuk membantu
peneliti dalam memahami dan menjawab permasalahan penyusunan.’®
Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menggunakan beberapa teori yang
digunakan sebagai landasan dalam menjawab pokok masalah, diantaranya adalah:
1. Perjanjian Pemborongan
Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.** Menurut fikih muamalah,
pengertian perjanjian masuk dalam bab pembahasan akad. Kata akad
berasal dari kata al-‘agdu, yang berarti mengikat, menyambung atau
menghubungkan.® Para fugaha mendefinisikan akad sebagai perikatan
yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang
menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.®
Perjanjian pemborongan merupakan salah satu bentuk perjanjian
yang diatur dalam Bab VIIA KUHPerdata. Menurut pasal 1601 (b)
KUHPerdata perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana

pihak satu (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan

3 Wahyu Purhantara, Metode Penyusunan Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha
limu, 2010), him. 35.

4 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia, (Yogyakarta: FH UlI Press, 2013), him.
58.

> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori akad dalam Fikih
Muamalat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), him. 68.

'® Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE, 2009), him. 12.
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suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan) dengan
menerima suatu harga yang telah ditentukan.*’

Dalam pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa syarat sahnya
perjanjian itu adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak,
adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya suatu
objek tertentu, dan adanya sesuatu sebab yang halal.*® Syarat perjanjian
tersebut di atas berlaku juga pada perjanjian pemborongan mengingat
bahwa perjanjian pemborongan merupakan salah satu bentuk dari
perjanjian. Sedangkan menurut Islam syarat umum sahnya perjanjian
adalah tidak menyalahi hukum syara’ yang disepakati adanya, harus
sama ridha dan ada pilihan, dan harus jelas dan gamblang.*®

Sebagai suatu perjanjian, maka para pihak yang melakukan
perjanjian pemborongan tersebut wajib tunduk pada asas-asas perjanjian.
Dalam hukum kontrak terdapat asas penting yang harus diperhatikan,
termasuk dalam perjanjian pemborongan, yaitu: asas kebebasan
berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad
baik, dan asas kepribadian (personalitas).?® Sama halnya dengan hukum

Islam juga mengatur tentang adanya asas-asas yang harus dipatuhi dalam

Y F. X. Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-dasar Dalam Proyek dan SumberDaya

Manusia, him. 4.
'8 Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), him. 6.

' Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), him. 3.

% Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif
Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). (Bandung:
Mandar Maju, 2012), him. 75.
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pelaksanaan perjanjian. Asas tersebut meliputi: kebebasan (al-

Ahurriyah), persamaan atau kesetaraan (al-Musawah), keadilan (al-
‘Adalah), kerelaan (al-Rida), kebenaran dan kejujuran (as-sidg), dan

tertulis (al-Kitabah).*

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (vormvrij) artinya dapat
dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam praktinya apabila perjanjian
pemborongan menyangkut harga kecil, biasanya perjanjian pemborongan
dibuat secara lisan. Apabila perjanjian pemborongan menyangkut biaya
besar, maka perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis. Untuk
proyek-proyek penerintaha perjanjian pemborongan biasanya dibuat
secara tertulis yang dituangkan dalam formulir-formulir tertentu yang
isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan
berdasarkan pada peraturan standar/baku atau dengan kata lain perjanjian
pemborongan kerja pemerintah dibuat dengan perjanjian standar.*?

Menurut cara terjadinya, perjanjian pemborongan bangunan dapat
diperoleh dengan cara sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran
yang diajukan (competative bid contract), atas dasar penunjukan, dan
hasil perundingan antara si pemberi tugas dengan pemborong (negotiated

contract).”®

! Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2010), him. 32.

?2 F. X. Djumialdji, Hukum Bangunan, him. 8.

% Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Bangunan ..., him. 59.
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2. Wanprestasi
Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan
dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi
dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi
kewajibannya dan inilah yang dimaksud dengan wanprestasi.** Subekti
berpendapat bahwa wanprestasi menurut bahasa berasal dari bahasa
Belanda yang berarti prestasi buruk. Selain itu wanprestasi sering
disamakan dengan kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau, melanggar
perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak
boleh dilakukan. *°
Bila terdapat pihak yang berkewajiban (debitur) tidak memenubhi
kewajibannya (wanprestasi) maka pihak yang berhak (kreditur) dapat
menuntut melalui Pengadilan agar debitur memenuhi kewajibannya atau
mengganti biaya, rugi dan bunga.?® Menurut Subekti, wanprestasi (
kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) jenis
yaitu:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

mestinya;

2 | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 19.

% Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, (Jakarta: Puataka
Sinar Harapan, 1996), him. 132.

26 pasal 1236 dan 1242 KUH Perdata.
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c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat ( dalam
hal waktu adalah hal yang penting/ time is of the essence);
d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.”’

Apabila telah terjadi wanprestasi, maka akan menimbulkan

beberapa akibat diantaranya adalah:

a. Pembatalan perjanjian kerjak saja,

b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti kerugian,

c. Pemenuhan perjanjian dan,

d. Pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti kerugian.?
3. lstisna’

Perjanjian pemborongan merupakan suatu perjanjian Yyang
memerlukan ijtihad hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang
muncul. Perjanjian pemborongan dalam hukum Islam dapat dianalogikan
sebagai akad istisna’. Istisna’ adalah suatu akad jual beli antara pembeli
dan pembuat barang. Dalam akad ini, pembuat barang menerima pesanan
dari pembeli.? Secara teknis, istisna’ dapat diartikan sebagai jual beli

suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan

27 yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari
Hubungan Kontraktual, (Jakarta: Kencana, 2015), him. 82.

28 Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2012), him. 96.

# Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), him. 113.
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bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya tersebut dari pemesan,
maka akad tersebut akan menjadi akad sewa (ijarah).*

Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di
awal akad atau perjanjian. Barang yang telah disepakati tidak boleh
berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua belah
pihak. barang pesanan harus diketahui secara jelas karakteristiknya yang
meliputi; jenis barang, macam, kualitas barang pesanan, kuantitas barang,
dan tempat barang yang akan dikirim,** sedangkan pembayaran dapat
dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mekanisme
pembayaran istisna’ dapat dilakukan dengan tiga cara yakni, pembayaran
dimuka, pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, dan
pembayaran ditangguhkan yaitu pembayaran dilakukan setelah aset

istisna’ diserahkan.

F. Metode Penelitian
Metode penyusunan adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu

% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), him. 137.

*! Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 150.

%2 1bid, him. 147.
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didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.*®

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;

1.

3.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang akan
dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research) dan didukung oleh kajian pustaka (library research). Penelitian
lapangan digunakan sebagai metode mengumpulkan data kualitatif.
Pendekatan ini berkaitan dengan pengamatan berperan-serta. Sedangkan
penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan cara studi
dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari, dan menelaah bahan-bahan
hukum atau yang berkaitan dengan penelitian ini.
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan
bagaimana pandangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam vyang Dberkaitan dengan pelaksanaan perjanjian
pemborongan melalui data atau fakta yang telah terkumpul untuk
kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yang penelitian gunakan
dengan pendekatan yang mendasarkan pada semua peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia terkait tentang perjanjian

%% Amos dan Neoloka, Metode Penyusunan dan Statistik, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2014), him. 17.
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pemborongan dan wanprestasi yang diatur dengan KUHPerdata.
Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan hukum
tentang kewajiban pelaku usaha atau instansi yang bersangkutan dengan
menggunakan teori hukum Islam.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk menggali data-data yang digunakan dalam penelitian
skripsi ini, penelitian mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di
lapangan dengan permasalahan yang diteliti. Jadi penyusun mencari data-
data dengan cara;
a. Studi Kepustakaan (documentary study)
Studi kepustakaan adalah cara mencari data atau bahan hukum
dengan mengkaji dokumen hukum, konsep, teori, pendapat atau
penemuan para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok
permasalahan dalam berbagai literatur baik itu buku-buku hukum,
jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan.
b. Pengamatan (Observasi)
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan
sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis
untuk kemudian dilakukan pencatatan.** Observasi dilakukan di

CV. Putra Kencana Bangsa.

% Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penyusunan Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983), him. 62.
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c. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.®®
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak
dapat ditemukan. Peneliti akan melakukam wawancara kepada
CV. Putra Kencana Bangsa yang dalam hal ini sebagai kontraktor
atau pemborong dengan kriteria adanya wanprestasi yang terjadi
antara pihak pemborong dengan pihak yang memakai jasa
pemborong.

d. Dokumen
Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.*® Dalam
penelitian dokumen digunakan sebagai sumber data yang
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk
meramalkan. Peneliti melakukan pengumpulan dokumen yang
ada di kantor CV. Putra Kencana Bangsa yang berkaitan dengan
relitas mengenai wanprestasi yang terjadi antara pihak pemborong
dengan
pihak yang memakai jasa pemborong.

5. Analisi Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penelitian menganalisis
data-data tersebut dengan metode deskriptif-analitik, yaitu memberikan

gambaran terhadap bagaimana pandangan KUHPerdata dan istisna’

% Ibid, him. 186.

% 1bid, him, 216.
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terhadap pelaksanaan pelaksanaan perjanjian pemborongan antara CV.
Putra Kencana Baangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Blitar melalui data dan hasil wawancara atau fakta
yang telah terkumpul untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang

berlaku.

G. Sistematika Pembahasan
Agar dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian, maka perlu
dijabarkan melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan
pembahasan secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusa
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang akan digunakan sebagai
pisau bedah. Landasan teori tersebut meliputi; perjanjian pemborongan,
wanprestasi, dan istisna’

Bab ketiga, membahas gambaran umum CV. Putra Kencana Bangsa yang
meliputi sejarah CV. Putra Kencana Bangsa, struktur organisasi, peraturan yang
digunakan, serta jenis kontrak yang digunkakan dalam pelaksanaan perjanjian
pemborongan.

Bab keempat, merupakan inti dari skripsi ini, yaitu peneliti menjawab
permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah serta menganalisis bab dua

dan tiga. Bab ini khusus untuk menganalisisi terhadap hasil penelitian tersebut.
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Bab kelima ini merupakan bab terakhir yang berisikan penutup. Pada
bagian penutup ini memuat kesimpulan mengenai pembahasan dari bab
sebelumnya, dan berkaitan dengan rumusan masalah, disertai saran-saran yang

dapat peneliti sampaikan terhadap permasalahan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang telah diuraikan diatas,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian pemborongan yang dilakukan antara
CV. Putra Kencana Bangsa dengan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Blitar telah sesuai dengan syarat sahnya
perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdata sehingga perjanjian itu
memiliki kekuatan hukum. Namun dalam pelaksanaan perjanjian
tersebut, pihak pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara
tepat waktu yang sesuai dengan isi kontrak sehingga pihak pemborong
harus mendapatkan sanksi berupa tetap menyelesaikan proyek dan
disertai dengan pembayaran denda.

2. Dalam perjanjian pemborongan ini bentuk wanprestasi yang terjadi
berupa keterlambatan dalam penyelesaian proyek dan upaya
penyelesaian wanprestasi tersebut dengan cara tetap memenuhi
perjanjian dengan disertai pembayaran denda yang telah disepakati
oleh para pihak.

3. Bentuk akad yang sesuai dengan perjanjian pemborongan tersebut
adalah akad istisna’, karena bahan baku material yang digunakan

disediakan oleh pihak penyedia sendiri. Akad yang dilakukan pada

76
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perjanjian pemborongan ini dilakukan dengan menggunakan akad
tertulis, hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam
pelaksanaannya, pihak pemborong tidak melaksanakan prestasi sesuai
dengan kontrak, yaitu keterlambatan dalam menyelesaikan proyek.
Akibat wanprestasi tersebut, maka sanksi untuk pihak pemborong
adalah harus tetap menyelesaikan pekerjaannya dengan disertai denda.
Masalah yang pada umumnya disepakati waktu penyerahannya dan
terdapat sanksi jika terlambat, maka sanksi tersebut merupakan sesuatu

yang dibolehkan dalam islam.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka
penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Para pihak yang terkait dalam perjanjian ini harus mampu
mematuhi dan mentaati aturan yang telah ditetapkan bersama,
sehingga pada akhirnya hak dan kewajiban para pihak dapat
terpenuhi, selain itu sanksi harus dipertegas untuk meminimalisir
pelanggaran yang akan terjadi. Bagi pihak CV. Putra Kencana
Bangsa diharapkan mampu bekerja secara profesional agar
nantinya rekan kerja merasa puas sehingga memicu peluang dalam
membangun relasi pekerjaan selanjutnya.

2. Pemberi pekerjaan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Blitar) harus bisa selektif dalam memilih rekan kerja
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(pemborong) yang sekiranya mampu mempertanggungjawabkan
pekerjaannya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

. Masyarakat ikut mendukung dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia seperti peningkatan etos kerja dan pendidikan. Hal
ini mampu memicu daya tarik bagi pemberi pekerja (Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar) dalam

memperoleh rekan Kkerja.
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TERJIEMAHAN
BAHASA ASING (ARAB)

No | HIm Terjemahan
Bab |
Allah  telah  menghalalkan jual beli dan
1 3 .
mengharamkan riba
Bab 11
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama
2 31 | (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar
dari pada jalan yang sesat
3 39 Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu

kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.
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